
Pasa 2-

Subbagian Dokumentasi Hukurn dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja subbagian Dokumentasi Hukum;

b. penyiapan perumusan kebijakan publikasi dan dokumentasi hukum;

c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang
publikasi dan dokumentasi hukum;

d, penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang

publikasi dan dokumentasi hukum;

e. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang publikasi dan

dokumentasi hukum; dan

f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian

Dokumentasi Hukum.

Pasal 28

Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan

perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan

aparatur bidang bantuan hukum dan penyuluhan hukum.

Pasal 29

subbagian Bantuan Hukum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Bantuan Hukum;

b. penyiapan perumusan kebijakan bantuan hukum dan penyuluhan hukum;

c. penyelenggaraan pengoordinasiart pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang

bantuan hukum dan penyuluhan hukum;

d, penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang

bantuan hukum dan penyuluhan hukum;

e. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang bantuan hukum

dan penyuluhan hukum;

f. penyelenggaraan bantuan hukum dan penyuluhan hukum; dan

g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Bantuan

Hukum.



Bagian Kedua

Asisten Sekretaris Daerah Bidang pembangunan

Pasal 30

Asisten sekretaris Daerah Bidang pembangunan mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas
perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan

administrasi dan aparatur bidang perekonomian, administrasi dan pengendalian

pembangunan, dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 31

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan dalam melaksanakan tugas
mempunyai fungsi:

a' penyelenggaraan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas
perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan
pembinaan administrasi dan aparatur bidang perekonomian;

b. penyelenggaraan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas
perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan
pembinaan administrasi dan aparatur bidang administrasi dan pengendalian
pembangunan; dan

c. penyelenggaraan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas
perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan
pembinaan administrasi dan aparatur bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 32

l3agian Perekonomian mempunyai tuEas menyelenggarakan perumusan kebijakan,
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang potensi,

usaha, dan sarana perekonomian.

Pasal 33

Bagian Perekonomian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Bagian Perekonomian;

b. perumusan kebijakan bidang potensi, usaha, dan sarana perekonomian;

c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi

dan aparatur bidang potensi perekonomian;



penyelenggafaan pengoordinaSian p.ee(sanaan

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan,

dan aparatur bidang usaha perekonomian.

penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan

pemantauan dan evaluasi pelak$naan kebijakan,

dan aparatur bidang sarana perekonomian; dan
f. evaluasi dan penyusunan raporan pelaksanaan rencana

Perekonomian.
kerja Bagian

Pasal 34

subbagian Potensi mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan
kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas peranokat daerah, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang
peningkatan potensi, sumberdaya, dan produksi perekonomian.

Pasal 35

subbagian Potensi dalam meraksanakan tugas mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja Subbagian potensi;

b' penyiapan perumusan kebijakan peningkatan potensi, sumberdaya, dan produksi
perekonomian;

c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tr:gas perangkat daerah bidang
peningkatan potensi, surnberdaya, dan produksi perekonomian;

d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang
peningkatan potensi, sumberdaya, dan produksi perekonomian;

e. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang peningkatan
potensi, sumberdaya, dan produksi perekonomian; dan

f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian potensi.

Pasal 36

Subbagian Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan
kebljakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang
peningkatan usaha perekonomian.

Pasal 37

subbagian usaha dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Usaha;

b. penyiapen perumusan kebijakan peningkatan usaha perekonomian;

A
U.

e.

tugas perangkat daerah,

dan pembinaan administrasi

tugas perangkat daerah,

dan pembinaan administrasi



e penyetenggaraan p€ngoordinasian petaksanaan tugas perangkat daerah bidang
peningkatan usaha perekonorn ian ;

d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang
peningkatan usaha perekonomian ;

e. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang peningkatan usaha
perekonomian; dan

f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Usaha.

Pasal 38

Subbagian Sarana mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan

kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang
peningkatan sarana perekonomian.

Pasal 39

Subbagian Sarana dalam melaksanakan tugas rnempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Sarana;

b. penyiapan perumusan kebijakan peningkatan sarana perekonomian;

c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang

peningkatan sarana perekonomian ;

d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang
peningkatan sarana perekonomian ;

e. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang peningkatan

sarana perekonomian; dan

f. evaluasidan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Sarana.

Pasal 40

tsagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas

nnenyelenggarakan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas

per-angkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan

adnninistrasi dan aparatur bidang program, pengendalian, dan pelaporan

pembangunan.

Pasal 41

BaEian Adrninistrasi dan Pengendalian Pembangunan dalam melaksanakan tugas

rTtempunyai fungsi:

a" penyusunan rencana kerja Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan;

b. perumusan kebijakan bidang program, pengendalian, dan pelaporan

pembangunan;



d.

penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan,

dan aparafur bidang program pembangunan;

penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan,

dan aparatur bidang pengendalian pernbangunan;

penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan,

dan aparatur bidang pelaporan pembangunan; dan

f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bagian Administrasi

dan Pengendalian Pembangunan.

Pasal 42

Subbagian Program Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan

perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,

cemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan

aparatur bidang program dan bantuan pembangunan.

Pasal 43

Subbagian Program Pembangunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. p€nyusunan rencana kerja Subbagian Program Pembangunan;

h penyiapan perumusan kebijakan program dan bantuan pembangunan;

c per?yelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang

program dan bantuan pembangunan;

d" penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang

program dan bantuan pembangunan;

e penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang program dan

hantuan pembangunan; dan

o evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan renmna kerja Subbagian Program

Fembangunan.

Pasal 44

$ubbagian Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan

penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat

daerah" pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan

a,C rn lnlstnasi dan aparatur bidang pengenda l ia n pelaksanaan pembangunan.

tugas perangkat daerah,

dan pembinaan administrasi

tugas perangkat daerah,

dan pembinaan administrasi

tugas perangkat daerah,

dan pembinaan administrasi

$



3asa -{5

Subbagian Pengendalian Pembangunan .a:a:n melaksanakan tugas mempunyai

fungsi:

a, penvusunan rencana kerja subbagian Pengendalian Pembangunan;

b. penyiapan perumusan kebijakan pengendalian pelaksanaan pembangunan;

c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang
pengendalian pelaksanaan pembangunan;

d, penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang
pengendalian pelaksanaan pembangunan;

e. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pengendalian

pelaksanaan pembangunan; dan

f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian

Pengendalian Pembangunan.

Pasal 46

Subbagian Pelaporan Pembangunan mempunyai trrgas menyelenggarakan penyiapan

perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan

aparatur bidang pelaporan pembangunan.

Pasal 47

Su bbagian Pelaporan Pembangunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja Subbagian Pelaporan Pembangunan;

b. penyiapan perumusan keb'rjakan pelaporan pembangunan;

c. penfetenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang

pelaporan pembangunan;

d, penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang

pelapoi'an pembangunan;

e. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pelaporan

pernbangunan; dan

f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian

Pelaporan Pembangunan.

Pasal 48

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan

kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang

pemberdayaan masyarakat, mental spiritual, dan sosial kemasyarakatan.



Dasa ag

Bagian Kesejahteraan Rakyat daram mera ksa nakan tugas mempunyai fungsi:
a' penyusunan rencana kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat;
b' perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat, mental spiritual, dan

sosiai kemasyarakatan;

c' penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi
dan aparatur bidang pemberdayaan rnasyarakat;

d' penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,
pernantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi
dan aparatur bidang mental spiritual;

e' penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,
pemantauan dan eValuasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi
dan aparatur bidang sosial kemasyarakatan; dan

f' evaluasi dan penyusunan laporan pelakbanaan rencana kerja Bagian
Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 50

Subbagian Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan
penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat
daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan
administrasi dan aparatur bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 51

Subbagian Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai
tungsi:

a. penyusunan rencana kerja subbagian pemberdayaan Masyarakat;
b. penyiapan perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat;
c' penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang

pemberdayaan masyarakat;

d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang
pemberdayaan masyarakat;

e. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pemberdayaan
. masyarakat; dan

f. evaluasi dan perryusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian

Pembe rdayaan Masyarakat.



Pasal 52

Subbagian Mental Spiritual mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan

perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan
aparatur bidang mental spiritual.

Pasal 53

Subbagian Mental spiritual dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Mental Spiritual;

b. penyiapan perumusan kebijakan bidang mental spiritual;

c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang
mental spiritual;

penyelenggaraan

spiritual;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang mental

e, penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang mental spiritual;

dart

f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Mental

Spiritual.

Pasal 54

Subbagian Sosial Kemasyarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan

perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan

aparatur bjdanO sosial kemasyarakatan.

Pasal 55

Subbagian Sosial Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Sosial Kemasyarakatan;

b. penyiapan perumusan kebijakan bidang sosial kemasyarakatan;

c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang

sosial kemasyarakatan :

d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang sosial

kemasyarakatan;

e. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang sosial

kemasyarakatan; dan

f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Sosial

Kemasyarakatan.
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Bag an Kei ga

Asisten Sekretaris Daera! Bidang Administrasi

Pasal 56

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan keb'rjakan, dan pembinaan administrasi dan
aparatur bidang organisasi, umum, dan hubungan masyarakat.

Pasal 57

Asisten Sekretaris Daerah BidanE Administrasi dalam melaksanakan tugas

mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan, pengoordinasian petaksanaan tugas
perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebi.lakan, dan
pembinaan administrasi dan aparatur bidang organisasi;

b, penyelenggaraan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas
perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan
pem[inaan administrasi dan aparatur bidang urnum; dan

c. penyelenggaraan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas
;

perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan
pembinaan administrasi dan aparatur bidang hubungan masyarakat.

Fasal 58

Bagian Organisasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan,
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi

pelaksanaafi kebijakan, dan pembinaan ' adrninistrasi dan aparatur bidang

kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian.

Pasal 59

Bagian Organisasi dalam melaksanakan tugas rnernpunyai fungsi:

penyusunan rencana kerja Bagian Organisasi,

perumusan kebijakan bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian;

penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi

dan aparatur bidang kelembagaan;

d. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi

dan aparatur bidang ketatalaksanaan;

a.

b.



f.

g.

penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan fugas perangkat daerah,

pernantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi

dan aparatur bidang kepegawaian:

penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah; dan

evatuasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bagian Organisasi.

Pasal 60

Subbagian Kelembagaan mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan

peflrrlusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan

aparafur bidang penataan dan pembinaan kelembagaan, serta analisis manajemen

dan kinerja organisasi.

Pasal 61

Subbagian Kelembagaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. penWSUnan rencana kerja Subbagian Kelembagaan;

b. penyiapan perumusan kebijakan penataan dan pembinaan kelembagaan, serta

analisis manajemen dan kinerja organisasi;

c penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang

penataan dan pembinaan kelembagaan, serta analisis manajemen dan kinerja

organisasi;

d penyelenggaraan pernantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang

penataan dan pembinaan kelembagaan, serta analisis manajemen dan kinerja

organisasi;

e" penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang penataan dan

pembir;aan kelembagaaq, serta analisis manajemen dan kinerja organisasi; dan

f evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian

Kelembagaan.

Pasal 62

Sruhbagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas rnenyelenggarakan penyiapan

Feflunnrisan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,

oernamtauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan

apanatur bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik.

Pasal 63

Surhlbagian Ketatalaksa naan dalam melaksa n a ka n tugas mempunyai fungsi:

a Denyusunan rencana kerja Subbagian Ketatalaksanaan;

b" penyiapan perumusan keb'rjakan ketatalaksanaan dan pelayanan publik;


